
 

Volume 5, No. 1, 2021                                  https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH/index 

JURNAL KAJIAN HASIL 
PENELITIAN HUKUM 

ISSN 2598-2435 

Halaman 72 - 80 

IMPLEMENTASI UNDANG–UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 

TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM UPAYA 

MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA MATARAM 

NUSA TENGGARA BARAT ( NTB ) 

Makmur Ali, R. Murjiyanto 

Magister Ilmu Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta 

Abstrak 

Perkembangan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk perwujudan 

masyarakat yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mampu 

mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. 

Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  dampak dari 

Implementasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik Dalam Upaya Membangun Pemerintahan Yang Baik di Kota 

Mataram, Nusa Tenggara Barat 

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yang mengacuh pada studi 

dokumen, metode Penelitian normatif menggunakan analisis kualitatif, sedangkan 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-

undangan (statute aprroach). Penelitian ini akan di lakukan di Kota Mataram Nusa 

Tenggara Barat khususnya di Kantor Wali Kota Mataram, Badan Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), Komisi Informasi Publik. 

Sumber dari penelitian ini adalah hasil dari wawancara: Pejabat di lingkungan 

kantor Wali Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Badan penanaman modal dan 

pelayanan perizinan terpadu (BPMP2T), Pejabat pada Komisi Informasi Propinsi 

Nusa Tenggara 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa terdapat pelayanan instansi Wali Kota 

Mataram yang masih belum mampu menunjukan pelayanan yang sempurnan 

sehingga masyarakat yang ingin mengurus berkas maupun data yang sesuai dengan 

kepentingannya, Belum mampu secara optimalisasi penerapan prinsip 

kepemerintahan yang baik melalui perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dalam rangka, Masih banyak calo dan jalur instan yang belum mampu 

di atasi atau diselesaikan oleh lembanga, Kurangnya sosialisasi atau pelatihan 

terhadap pengawai, Masih banyak jabatan tertentu yang masih belum di isi 

Kekurangan staf dan pegawai untuk menjalankan fungsi dan tugasnya serta, Belum 

memahami secara keseluruhan tugas dan fungsi komisi informai publik sebagai 

lembaga pengontro mendorong Reformasi Birokrasi sebagai perwujudan Good 

Governance. 

 

Kata Kunci;  Keterbukaan, Implementasi, Informasi. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia adalah Negara yang berkembang yang dimana sedang berusaha 

mewujudkan Pemerintah yang baik (good governance). Pemerintahan yang good 

governance yaitu Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan 

dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai upaya untuk membentuk Pemerintahan 

seperti itu maka pada tanggal 30 April 2008 Pemerintah Republik Indonesia telah 

mengundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

informasi Provinsi, Sebagai dasasr legalitas pelayanan publik. Pemerintahan 

Indonesia meng-undangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 

Tahun 2008, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang itu 

maka akan mengakibatkan sanksi hukum sesuai dengan ancaman hukuman yang 

sudah diatur dalam Undang-Undang ini. 

Sebelum proses persidangan pemohon mencabut atau menarik sengketa 

informasi publik, maka panitera menerbitkan akta pembatalan registrasi. Komisi  

informasi  merupakan  salah  satu  lembaga  mandiri  yang  berfungsi menjalankan   

Undang-Undang   dan   peraturan   pelaksanaannya,  untuk menetapkan   petunjuk   

teknis   standar   layanan   informasi   publik dan menyelesaikan  sengketa  informasi  

publik  melalui  media  dan/atau  ajudikasi nonlitgasi. Dengan mengacu pada 

pembahasasn di atas penulis memilih judul tesis: Implementasi Undang- Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Provinsi Dalam Upaya 

Membangun Pemerintahan Yang Baik di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 

Adapun jenis penelitian ini memakai penelitian normatif.  penelitian dengan 

meode normatif adalah. Penelitian dengan model perpustakaan, jenis penelitian 

normatif merupakan penelitian yang mengutamakan studi dokumen, yakni 

menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perUndang-Undangan, 

keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.  

Metode Penelitian normatif menggunakan analisis kualitatif yakni dengan 

menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan. 

METODE 

Agar kiranya tidak melebar dalam metode pendekatan dalam penelitian maka 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perUndang-

Undangan (statute aprroach). 

Kota Mataram memiliki topografi wilayah berada pada ketinggian kurang dari 

50 meter di atas permukaan laut (DPL) dengan rentang ketinggian sejauh 9 km, 

terletak pada 08° 33’ - 08° 38’ Lintang Selatan dan 116° 04’ - 116° 10’ Bujur Timur. 

Struktur geologi Kota Mataram sebagian besar adalah jenis tanah liat dan tanah 

endapan tuff yang merupakan endapan alluvial yang berasasl dari kegiatan Gunung 

Rinjani, secara visual terlihat seperti lempengan batu pecah, sedangkan di 

bawahnya terdapat lapisan pasir. Suhu udara di Kota Mataram berkisar antara 20.4 

°C sampai dengan 32.10 °C. Kelembapan maksimum 92% terjadi pada bulan 
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Januari, April, Oktober dan November, sedangkan kelembapan minimum 67% 

terjadi pada bulan Oktober. 

Implementasi Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

informasi Provinsi Di Kota Mataram Dalam Upaya Membangun 

Pemerintahan Yang Baik. 

Berdasasrkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

informasi Provinsi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan 

pribadi dan lingkungan sosialnya serta bagian penting bagi ketahanan nasional dan 

diklasifikasikan secara spesifik dalam berbagai pasal antara lain: pasal 20, pasal 21, 

pasal 28 f, dan pasal 28 j Undang-Undang Dasasr Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Kota Mataram merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi NTB yang telah 

menerapkan E-Government untuk memperbaiki pelayanan Pemerintahannya 

dengan menerbitkan instrumen baru yang berbasis online dan dikelola serta 

dikembangkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram. Aplikasi 

Lapor merupakan bagian dari modul aplikasi pendukung Smart City yang 

dikembangkan oleh Pemerintah Kota Mataram dalam pelayanan E-Government 

dengan konsep Government to Citizent.  Konsep Government to Citizent melalui 

aplikasi Lapor Pemerintah Kota Mataram berharap dapat memudahkan dalam 

berinteraksi dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengawasi Pemerintah 

dalam membuat kebijakan maupun dalam perbaikan kebijakan yang telah 

disediakan oleh Pemerintah Kota Mataram. Dalam hal megupayakan 

memperkenalkan aplikasi lapor di tengah-tengah masyarakat Pemerintah Kota 

Mataram telah melakukan berbagai upaya antara lain dengan melakukan sosialisai 

di berbagai daerah di kota Mataram, dengan tujuhan memperkenalkan layanan 

publik yang berbasis teknologi kepada masyarakat. 

Pelaksanaan aplikasi lapor yaitu secara berjenjang mulai dari admin pusat 

menuju ke admin daerah dan terakhir diterima oleh pejabat penghubung, berikut 

adalah sekilas alur kerja aplikasi Lapor berawal dari adanya laporan masuk melalui 

berbagai kanal yang diterima langsung oleh admin pusat. kemudian admin pusat 

akan melakukan verifikasi, menelaah dan segera meneruskan laporan tersebut 

kepada admin daerah yang ditujuh. selama 1-3 hari admin daerah akan menerima 

laporan yang diteruskan oleh admin pusat guna untuk diteruskan kepada pejabat 

penghubung instansi terkait. 

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Di Badan Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T). 

Sebagai wujud kemudahan dalam sistem pemerinthan yang baik perlu ada 

perbaikan dan kemudaham dalam proses pembuatan izin sehinggah menabah 

kualitas pelayanan untuk menuju Pemerintahan yang baik. Negara Indonesia 

merupakan negara yang sedang berproses membangun system Pemerintahan yang 
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terbuka bagi setiap investor, maka dari itu diperlukan adanya modal atau investasi 

yang besar. 

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan mampu mewujudkan 

tatanan sistem Pemerintahan daerah yang lebih demokratis, mempercepat 

pemberian pemberian pelayanan kepada masyarakat dan para investor merupakan 

kewajiban utama bagi Pemerintah. Peranan Pemerintah dalam proses pemberian 

pelayanan adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai 

dengan apa yang seharusnya, Dengan diperankannya pelayanan sebagai katalisator 

tentu saja akan menjadi tumpuan organisasi Pemerintah terhadap memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 

Sehati merupakan salah satu cara dari Pemerintah Kota Mataram  dalam 

menghilangkan kesan terutama pada pengusaha mikro, bahwa prosedur perizinan 

sulit ditembus dan mahal. Masyarakat sebagai  pelaku  usaha  di  Kota Mataram  

tentunya  sangat  membutuhkan proses perizinan yang cepat dan sederhana, ini  

tentunya  menjadi  sebuah  agenda kerja BPMP2T  Kota Mataram dalam menyikapi, 

permasaslahan perizinan dikarenakan  dalam  hal  pengajuan  perizinan harus  satu 

persatu  sesuai  dengan pembagian izin tersebut. Selain dari izin sehati ada juga 

istilah izin paket, perizinan paket adalah pelayanan perizinan dengan sistem 

pengabungan proses perizinan menjadi lebih singkat. Karena dengan 

penggabungan ini pemohon dapat  menggabungkan beberapa izin yang dapat 

didaftarkan dalam satu kali dan diproses  secara  terpadu  dan  bersamaan serta  

pengurusan  administrasi  berbasis teknologi  aplikasi, sehinggah menginput  data  

cukup dilakukan  sekali saja. 

Komisi Informasi Provinsi 

Komisi Informasi Provinsi  adalah sebuah lembaga mandiri yang lahir 

berdasasrkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. Komisi informasi Provinsi NTB pertama kali dibentuk pada 

Tanggal 8 Februari 2012 berdasasrkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat 

Nomor 550-673 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Komisi Informasi Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. Kedudukan Komisi Informasi Provinsi NTB berkedudukan 

di Mataram sebagai Ibukota Provinsi NTB di Jalan Udayana No. 14 Mataram 

dengan Susunan keanggotaan Komisi Informasi Provinsi NTB berjumlah lima 

orang komisioner yang mencerminkan unsur dari Pemerintah dan unsur 

masyarakat. 

 Road Show ini dihajatkan untuk menyampaikan beberapa rekomendasi atas 

hasil pemeringkatan Badan Publik yang dilakukan secara rutin dalam tiga tahun 

terakhir. Pemeringkatan Badan Publik ini merupakan instrumen monitoring dan 

evaluasi untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam 

mengimplementasikan UU KIP. 



 

Volume 5, No. 1, 2021                                  https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH/index 

JURNAL KAJIAN HASIL 
PENELITIAN HUKUM 

ISSN 2598-2435 

Halaman 72 - 80 

Untuk mewujudkan sistem Pemerintahan yang baik perlu ada upaya atau 

terobosan yang baru dan berani sebagai langka untuk menciptakan sistem 

Pemerintahan yang baik, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat sebagai ibu kota 

provinsi sekaligus menjadi panutan untuk beberapa kota yang ada di Provnsi Nusa 

Tenggara Barat (NTB). Pasca UU KIP diberlakukan, beberapa Badan Publik sedikit 

demi sedikit telah melakukan perubahan dalam hal pemberian informasi ke publik. 

Dari pengalaman para pelaksana kehumasasn Pemerintah, terlihat bahwa sejak 

diberlakukannya UU KIP, telah banyak masyarakat yang mengetahui dan 

memanfaatkannya, baik perseorangan maupun bersama-sama dalam suatu 

kelembagaan, untuk mendapatkan informasi publik tentang kegiatan yang 

dilakukan oleh Badan Publik. 

Hambatan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan informasi Provinsi Dalam Membangun Pemerintahan Yang 

Baik Di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. 

Membangun Pemerintahan yang baik merupakan harapan dan cita-cita di setiap 

daera yang selaras dengan Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

Tentang Keterbukaan Informasi. Hal demikian merupakan pekerjaan besar bagi 

setiap petinggi lembanga yang berada di lingkungan daerah atau kota yang ada di 

negara republik Indonesia. Kota Mataram Nusa Tenggara Barat sebagai ibu kota 

provinsi sekaligus menjadi panutan untuk beberapa kota yang ada di provnsi Nusa 

Tenggara Barat (NTB). Pasca UU KIP diberlakukan, beberapa Badan Publik sedikit 

demi sedikit telah melakukan perubahan dalam hal pemberian informasi ke publik. 

Pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di Kota 

Mataram Masih saja mengalami hambatan dan kendala di berbagai instansi yang 

ada. berdasasrkan pengamatan dan hasil tinjauan lapangan penulis terhadap 

mengimplemenatasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Dalam 

Membanggun Pemerintahan Yang Baik Di Kota Mataram, masih banyak 

kekurangan yang harus ditambah dan diperbaiki secara administrasi maupun secara 

strategis. 

1. Kantor Wali Kota Mataram masih kekurangan papan informasi sebagai 

petunjuk. Rencana kedepan Kantor Wali Kota Mataram akan 

memperlengkap papan informasi agar mempermudah bagi masyarakat yang 

ingin mendapatkan pelayanan. 

2. BPMP2T. 

a. Masih banyak calo dan jalur instan yang belum mampu di atasi atau 

diselesaikan oleh lembanga BPMP2T. 

Rencana BPMP2T, kedepan melakukan perbaikan sistems supaya 

terhindar dari jalur instan 

b. Kurangnya sosialisasi atau pelatihan terhadap pegawai. 
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c. Kedepan pihak BPMP2T akan terus melakukan sosialisasi dan pelatihan 

terhadap pegawai secara berkala. 

3. Komisi Informasi Provinsi masih kekurangan pengawai Komisi Informasi 

Provinsi akan melakukan rekrutmen pegawai untuk mengisi kekosongan di 

kantor KIP. 

kurang pahamnya pegawai Komisi Informasi Provinsi akan penting peranan 

lembaga dalan upaya membanggun Pemerintahan yang baik. Komisi Informasi 

Provinsi, akan terus melakukan pembinaan secara pelatihan maupun seminar agar 

para pegawai mengerti akan kedudukan Komisi Informasi Propinsi dalam 

penyampaian informasi 

KESIMPULAN 

Berdasasrkan hasil penelitian, implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 Tentang Keterbukaan Informasih Publik Ini, Maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Dalam Membangun 

Pemerintahan Yang Baik di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Melalui 

Keterbukaan Informasi Provinsi antara lain: 

Kantor Wali Kota Mataram.  

Pihak Pemerintahan Kota Mataram melalui Layanan pengaduan berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi yang diberikan Pemerintah melalui aplikasi 

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau bisa di sebut sebagai 

(LAPOR). Adalah Sebagai bentuk penujang pelayanan publik yang efektif dan 

terbuka aplikasi lapor dapat di akses melalui website lapor.go.id, via sms ke 1708. 

Pembuatan aplikasi ini sebagai bentuk upaya Pemerintah Kota Mataram untuk 

menuju good governaence yang tentu dengan mengedepankan Asas: 

a. Asas Transparasi 

b. Asas Akuntabilitas 

c. Asas Responsive 

d. Asas Kesamaan Hak 

SARAN 

 Berdasasrkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dan 

banyaknya kendala-kendala yang di temukan di masing-masing instansi dan agar 

kedepannya mampu memberikan pelayanan secara sempurna maka penulis 

memberikan saran agar tercapainya pemerintahan yang baik, antara lain sebagai 

berikut : 

Kantor Wali Kota Mataram 

a. Memperlengkap papan informasi sebagai petunjuk 

b. Menabah indikator sebagai tolak ukur pelayanan publik yang baik 

BPMP2T 

a. Perkuat jalur satu pintu agar tidak mudah calo masuk 
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b. Tetap memberikan sosisalisi secara berkala dan pelatihan terhadap pegawai. 

Komisi Informasi Provinsi  

a. Perlunya Perbaikan sarana serta fasilitas  

b. Segerah menambah pegawai  

c. Berikan pelatihan dan pemahaman kepada seluruh pegawai 
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